KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 700/ 102 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM  REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2018
BUPATI KARANGANYAR,
	Menimbang 
	:
	a. bahwa untuk meyakinkan keadaan informasi laporan keuangan pemerintah daerah sebelum disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh APIP;

b. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018, perlu dibentuk Tim Reviu laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2018; 

c. bahwa untuk maksud tersebut  perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karanganyar; 

	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara   Republik   Indonesia   Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Permerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomam Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual; 
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Karanganyar, (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar  Tahun 2009 Nomor  3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2019, (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 92);



MEMUTUSKAN :
	Menetapkan 
	:
	

	KESATU 
	:
	Membentuk Tim Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2018, dengan Susunan Tim  sebagaimana tersebut dalam Lampiran  Keputusan ini. 

	KEDUA
	:
	Tugas Tim Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud  Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:
a. menyusun kertas kerja reviu atas LKPD Tahun         Anggaran 2018;

b. melaksanakan reviu atas LKPD Tahun Anggaran 2018;
c. melaporkan hasil reviu atas LKPD Tahun Anggaran 2018 kepada Bupati;
d. menginventarisir bahan, data dan informasi data yang terkait dengan pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah; 

e. melaksanakan reviu Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah;

f. menyusun Laporan Hasil Reviu; dan
g. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah.

	KETIGA
	:
	Tim pelaksana reviu  sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Inspektur Kabupaten Karanganyar.

	KEEMPAT
	:
	Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.

	KELIMA
	:
	Tim Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas dari tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 30 April 2019

	KEENAM
	:
	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

	Tembusan:

1. Kepala Badan Keuangan Daerah  Kabupaten Karanganyar;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten   Karanganyar; 
3. Tim yang bersangkutan. 
	Ditetapkan
: di Karanganyar

pada tanggal 
: 2 Januari 2019
BUPATI KARANGANYAR,
JULIYATMONO


	
	LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR    :  700/             TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2018


SUSUNAN TIM PELAKSANA  REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2018
	NO
	NAMA
	JABATAN DALAM DINAS
	KEDUDUKAN  DALAM TIM 

	1
	2
	3
	4

	1
	Drs. Juliyatmono, M.M.
	Bupati Karanganyar
	Pengarah I

	2
	H. Rober christanto, S.E.
	Wakil Bupati Karanganyar
	Pengarah II

	3
	Drs. Sutarno, Msi.
	Pj. Sekretris Daerah
	Penasehat

	4
	Drs. Sucahyo, M.M.
	Inspektur 
	Wakil Penasehat

	5
	Sri Endah Yuniastuti, S.H., M.M.
	Irban bid. Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Ketua

	6
	Agung Wahyu utomo, S. STP.
	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Hukum dan Aparatur
	Wakil Ketua

	7
	Drs. Suripto, M. Si.
	Inspektur Pembantu bidang  Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan Rakyat
	Wakil Ketua

	8
	Retno Rinawati, S.H, M.M.
	Auditor Madya
	Sekretaris

	9
	Dra. Dyah Mustikawati, M.M.
	P2UPD Madya
	Anggota

	10
	Ir. Suhud, M.M.
	P2UPD Madya
	Anggota

	11
	Kristanto Hari P, S.E, Ak, Msi.
	Auditor Madya
	Anggota

	12
	Endang Sri Suharti, S.E.
	Auditor Madya
	Anggota

	13
	Hartuti, S.E.
	P2UPD Muda
	Anggota

	14
	Endang Sri Susilaningsih, S.E.
	Auditor Muda
	Anggota

	15
	Eny Setyaningsih, S.Sos.
	Auditor Muda
	Anggota

	16
	Innaha Rahmawati, S.E.
	Auditor Muda
	Anggota

	17
	Muhammat Yusup, S.E.
	Auditor Muda
	Anggota

	18
	Ahmad Choirudin, S.H.
	P2UPD Muda
	Anggota

	19
	Suprayitno, S.T.
	Auditor Pertama
	Anggota

	20
	Agung Budiyarto, SH
	Auditor Pertama
	Anggota

	21
	Arttika RahmaSari, SE
	Auditor Pertama
	Anggota

	22
	Priyanto Harto N, S.E.
	Auditor Pertama
	Anggota

	23
	Tri Nugroho Pamungkas, SH
	Auditor Pertama
	Anggota

	24
	Shinta Kusuma Dewi, SH
	Auditor Pertama
	Anggota

	25
	Agus Harmanto, S.E.
	Auditor Pertama
	Anggota

	26
	Cicuk Dwi Handoko, S.E., M. Si.
	Calon Auditor
	Anggota

	27
	Fajar Amien, S.T.
	Pengolah data administrasi pemeriksaan di irban 2
	Anggota

	28
	Jaka Maryanto, S.H.
	Analis penyelesaian laporan Hasil  Pemeriksaan 
	Anggota

	29
	Dewi Suryani, SH.
	Calon Auditor
	Anggota

	30
	Danang Iftian, A. Md.
	Pengadministrasi Keuangan
	Anggota

	31
	Riyasi, S. Sos., M.M.
	Kepala sub bagian Administrasi dan Umum
	Staf administrasi

	32
	Sridanarto Latnokusumo, ST, MM
	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan
	Staf administrasi

	33
	Dra. Sunarmi, MM
	Kasubag Perencanaan
	Staf administrasi


BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO
